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A. Latar Belakang Masalah 
Ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan membuat 
dunia semakin menyatu dan mengecil. Kemajuan komunikasi dan 
transformasi, telah memberikan kontribusi dan ikut mematangkan iklim yang 
kondusif terhadap hubungan ekonomi internasional. Semula, hubungan 
ekonomi internasional hanya diwarnai oleh pertukaran barang, kemudian 
migrasi sumber daya manusia, transaksi jasa lintas perbatasan dan kemudian 
arus modal dan pembiayaan antar Negara semakin berperan dalam percaturan 
ekonomi internasional. Fenomena tersebut tidak dapat berdiri sendiri terpisah 
dari yang lain, namun lalu lintas barang dan pertukaran sumber daya 
internasional, jasa dan modal adalah saling berkaitan (dan tali temali) dan 
terdapat ketergantungan satu sama lain, salah satu kegiatan ekonomi tersebut 
adalah perdagangan internasional, yaitu kegiatan pertukaran barang  yang 
melewati batas wilayah suatu negara (Gunadi, 1997: 1-2). 
 Perdagangan internasional, baik dalam tingkat bilateral, regional 
maupun multirateral dapat dilihat bahwasanya akan timbul satu aktivitas  
yang disebut ekspor-impor. Dalam kegiatan ini, terlihat bahwa satu Negara 
tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, suatu Negara tentunya 
akan mempunyai satu ketergantungan atas produk atau komoditi tertentu dari 
Negara lain (Amir MS, 1997: 105),  walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa 





atau komoditi yang mempunyai kualitas yang lebih baik dan harga  yang 
lebih terjangkau. 
 Salah satu dampak dari adanya perdagangan internasional adalah 
adanya investasi, utamanya investasi dari Negara maju ke Negara 
berkembang seperti Indonesia. Adanya investasi selain dapat 
mengoptimalkan kapasitas produk nasional dan kesempatan kerja,  juga untuk 
memperkenalkan produk dan metode baru. Kelengkapan investasi dengan 
sumberdaya manusia dan teknologi yang berkualitas dan berpengalaman, 
dapat ikut meningkatkan kualitas dan pengalaman sumberdaya domestik. 
Selain itu investasi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan  strategi 
aliansinya dapat memperluas dan memperbesar akses Negara tersebut 
terhadap pasar internasional. Akses trsebut dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan ekspor dan perolehan  devisa Negara (Gunadi, 1997: 3). 
 Kegiatan ekspor yang memberikan kontribusi terhadap devisa 
Negara adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan sesuai  
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karenanya kegiatan ekspor 
berbeda dengan kegiatan perdagangan dalam negeri. Kegiatan ekspor lebih 
sulit, hal ini dikarenakan antara penjual dan pembeli terpisah oleh  jarak yang 
jauh, sehigga dalam proses pengangkutannya harus melalui berbagai macam 
peraturan, utamanya peraturan kepabeanan yang dikeluarkan oleh Negara, 
bersangkutan, perbedaan bahasa yang sering menghambat komunikasi serta 
perbedaan ukuran takaran dan timbangan dari masing-masing Negara (Amir  





Oleh karenanya tidak semua orang atau perusahaan bisa mengekspor 
barang atau komoditi yang di produksinya, karena orang atau perusahaan 
yang akan melakukan ekspor harus memenuhi persyaratan tertentu yang  
harus dipenuhi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu eksportir harus mengetahui 
prosedur-prosedur ekspor yang benar, ketentuan-ketentuan umum dalam 
ekspor dan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. 
Salah satu jenis dokumen yang ada adalah Certificate of Origin 
(CCO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang merupakan dokumen tentang 
pernyataan dari mana barang tersebut berasal. SKA ini penting artinya untuk 
memperoleh fasilitas bea masuk maupun sebagai alat perhitungan quota di 
Negara tujuan, atau untuk mencegah masuknya barang dari Negara terlarang. 
Jenis SKA ini sendiri yaitu: SKA preferensi dan SKA non preferensi. 
        Maka untuk lebih menaetahui tentang seluk beluk dan tata cara 
dalam memperoleh SKA,  utamanya   SKA   Form    “A”    penulis memilih 
judul, “PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) 
FORM A SEBAGAI DOKUMEN EKSPOR OLEH DINAS 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA” 
B. Perumusan Masalah 
Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis dalam 
melakukan penelitian. Melalui perumusan masalah diharapkan agar tulisan 
dan ruang lingkup uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada 





Untuk itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana prosedur diterbitkannya SKA Form A? 
2. Bagaimana prosedur pengisian dan penandatanganan SKA Form A? 
3. Bagaimana perkembangan volume ekspor dilihat dari diterbitkannya SKA  
Form A ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui prosedur diterbitkannya SKA Form A. 
2. Untuk mengetahui prosedur dalam pengisian dan penandatanganan SKA 
Form A. 
3. Untuk mengetahui perkembangan ekspor dilihat dari penerbitan SKA 
Form A. 
D. Manfaat Penelitian 
Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai 
manfaat penelitian yaitu: 
1. Bagi instansi 
Memberikan  masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas 
ekspor dan bisa digunakan sebagai  salah satu bahan evaluasi. 
2. Bagi mahasiswa 
Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi 
mahasiswa jurusan Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas 






3. Bagi masyarakat 
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peranan diperindag 
Kota Surakarta dalam  kegiatan ekspor dan mengetahui perkembangan 
ekspor Kota Surakarta. 
E. Metode Penelitian 
Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan 
data untuk selanjutnya  disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian. Agar 
laporan tersebut berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah, maka diperlukan metode  penelitian 
Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu 
penelitian. Metode ini terdiri dari: 
1. Ruang Lingkup 
Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif dan analisis kualitatif karena memberikan suatu 
gambaran atas suatu masalah yang diteliti. 
2. Jenis dan Alat Pengumpul Data 
a. Jenis Data 
1) Data Primer 
Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung, data ini diperoleh 








2) Data Sekunder 
Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari sumber  
bacaan. 
b. Metode pengumpulan data 
1) Wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 
Tanya jawab dengan staff Disperindag. 
2) Studi Pustaka 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 
buku/referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3) Observasi 
Penulis mengamati tentang sistem penerbitan SKA. 
3. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Yaitu  sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
b. Sumber Data Sekunder 
Yaitu data  pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan 










         BAB II 
        LANDASAN  TEORI 
A. Kegiatan Ekspor 
1. Pengertian Ekspor 
Berbicara mengenai ekspor, berarti membahas mengenai 
perdagangan internasional termasuk kebijakan perdagangan baik  dalam 
maupun luar negeri suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu 
sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi karena masing-masing 
Negara memiliki keunggulan dan sisi lain juga memiliki kekurangan.  
Pengertian ekspor adalah suatu kegiatan usaha  jual beli barang 
dengan melintasi daerah pabean Indonesia, maka pelaksanaannya harus  
sesuai dengan prosedur dan dokumen ekspor  yang ditetapkan baik oleh 
pemerintah Indonesia maupun Negara pengimpor, sedangkan yang 
dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang 
melakukan kegiatan ekspor (PPEI, 2003: 3)     
2. Persyaratan Ekspor dan Pelaku dalam Kegiatan Ekspor 
a. Persyaratan Ekspor 
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan  Perdagangan NO 
519/MPP/Kep/8/2003 tanggal 28 Agustus tentang perubahan Atas 
Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan  Perdagangan NO 
588/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan 
Umum Bidang Ekspor. Sebagaimana telah diubah beberapa kali 





118/MPP/Kep/2/2003, ekspor dapat dilakukan oleh tiap 
perusahaan/perorangan  yang telah mempunyai: 
1) Tanda Daftar Usaha (TDUP)/SIUP 
2) Izin usaha dari departemen Teknis/Lembaga Pemerintah non 
Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang 
berlaku. 
3) Tanda Daftar Perusahaan. 
b. Pelaku kegiatan ekspor 
1) Eksportir 
Seseorang yang memproduksi barang atau komoditi untuk dikirim 
keluar negeri. 
2) Importir 
Orang yang membeli barang atau komoditi ekspor dari eksportir 
untuk dijual ke pasar luar negeri. 
3) Bea Cukai 
Pejabat yang bertugas mengawasi keluar masuknya barang dari 
wilayah hukum Indonesia 
4) Departemen Perdagangan (Deperindag) 
Pejabat yang bertugas mengeluarkan penerbitan SIUP (Surat Izin 
Usaha Perdagangan), Surat Keterangan  Asli Barang (SKA). 
5) Bank Devisa 
Bank yang berfungsi memberikan jasa perbankan sebagai media 





wilayah hukum yang berbeda yang belum mengenal dan 
mempercayai satu dengan yang lain. 
6) EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) 
Pihak Maskapai pelayaran  yang melayani jasa transportasi 
pengangkutan barang-barang ekspor ke luar negeri dan juga 
merupakan pihak yang  menerbitkan B/L. 
7) Surveyor 
Surveyor merupakan pihak yang ditugaskan oleh importir sebagai 
pihak ketiga yang netral dan obyektif yang bertugas untuk 
memeriksa keadaan barang-barang yang akan diekspor atas mutu, 
jenis, kondisi jumlah dari produk yang diperdagangkan. 
8) Lembaga Asuransi 
Lembaga asuransi bertanggung jawab atas barang-barang ekspor 
yang diasuransikan dari segala resiko yang mungkin terjadi selama 











































1. Eksportir menerima order (pesanan) dari pelanggan luar negeri (B-A). 
2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C (Letter of Credit) untuk  
dan atas nama eksportir (H-A). 
3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir maker pemilik 
barang/produsen (A-C). 
4. Eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (Sea-
Worthy Packing) (A). 
5. Eksportir memesan ruang kapal (booking) dan mengeluarkan shipping order 
pada maskapai pelayaran (A-D). 
6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi 
ekspor yang berwenang (A-E). 
7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang keatas kapal, dengan atau 
tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi (A-D). 
8. Eksportir mengurus B/L (Bill of  Loading)  dengan maskapai pelayaran (A-
D). 
9. Eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai pelayaran (A-D). 
10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pelayaran lainnya (A). 
11. Mengurus consular invoice dengan trade councelor kedutaan Negara 
importer (A-G). 
12. Menarik wessel kepada opening bank dan menerima  hasilnya dari 
Negotiating Bank  (A-G). 
13. Neotiating bank  mengirimkan shipping documents kepada principalnya di 





14. Eksportir mengirimkan shipping advice dan copy shipping documents kepada 
importer (A-B). 
B. Surat Keterangan Asal 
1. Pengertian Surat Keterangan Asal (SKA) 
Surat Keterangan Asal (SKA) menurut Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam 
perjanjian  bilateral, regional dan multirateral serta ketentuan sepihak dari 
suatu Negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor 
Indonesia akan memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan, 
bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di indonesia 
(Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dirjend Perdagangan Luar 
Negeri). 
Menurut Roselyne Hutabarat SKA adalah surat keterangan yang 
digunakan sebagai dokumen penyerta barang ekspor, untuk membuktikan 
bahwa barang dimaksud, berasal, dihasilkan dan diolah di Indonesia 
(Roselyne H, 1996: 114).  Status dokumen ekspor  SKA adalah sebagai 
dokumen penyerta barang ekspor indonesia yang akan memasuki wilayah 
Negara tertentu dan fungsinya membuktikan bahwa barang tersebut 
berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. (Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan,  Direktorat Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, 2002: 3). 
2. Manfaat SKA 
a. Untuk mendapatkan preferensi (pengurangan/penghapusan) bea masuk 





b. Untuk menetapkan Negara asal barang (contry of origin) 
c. Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan 
ekspor yang menggunakan L/C 
d. Data realisasi ekspor 
e. Data realisasi kuota 
f. Pelacakan tuduhan dumping 
3. Dasar Hukum SKA 
Dasar-dasar hukum  tentang penerbitan SKA 
a. Internasional 
1) Kesepakatan Internasional  terdiri dari: 
Multilateral, Regional, Bilateral, Utilateral. 
2) Subjek Hukum 
b. Nasional 
1) Keputusan Presiden NO 58 Tahun 1971 tentang Penetapan  Pejabat 
Yang Berwenang Mengeluarkan SKA. 
2) Keputusan Menperindag NO 618/MPP/Kep/10/2004/tentang SKA 
(CCO) Barang Ekspor Indonesia 
3) Keputusan Dirjend Perdagangan Luar Negeri NO 
32/DAGLU/KP/X/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Surat 
Keterangan Asal (CCO) Barang Ekspor Indonesia. 
4. Instansi Penerbit SKA 
Instansi penerbit SKA adalah instansi instansi yang ditetapkan untuk 





a. Persyaratan Dinas yang membidangi perdagangan yang dapat 
ditetapkan sebagai penerbit SKA antara lain: 
1) Terdapat kegiatan  ekspor 
2) Terdapat Bank Devisa 
3) Terdapat pelabuhan Ekspor (darat, laut, udara) yang terbuka untuk 
perdagangan luar Negara/internasional dan atau 
4) Terdapat kawasan industri yang berorientasi ekspor atau kawasan  
yang diperuntukkan untuk kawasan industri. 
b. Instansi/Dinas/Lembaga yang dapat ditetapkan  sebagai instansi 
penerbit SKA antara lain: 
1) Dinas yang membidangi perdagangan pada 
pemerintah/propinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh menteri 
setelah memenuhi persyaratan tertentu. 
2) PT (Persero) Kawasan Berikat Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas (BPKS). 
3) Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, Balai 
Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga  
Tembakau Surabaya dan Jember. 
4) Instansi lain yang ditetapkan kemudian oleh Menteri. 
5. Jenis-Jenis SKA 
Jenis SKA ada dua yaitu SKA preferensi dan nonpreferensi 
a. SKA Preferensi 
            SKA Preferensi  adalah jenis dokumen  SKA yang  berfungsi  





pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh preferensi yang 
disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas 
(berupa pembebasan sebagaian atau seluruh bea masuk), yang 
diberikan oleh suatu Negara/kelompok Negara tertentu. 
Jenis-Jenis SKA Preferensi antara lain: 
1) Generalized System Of Preference Certificate Of Origin 
Form “A” 
Negara tujuan: Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, 
Amerika Serikat, Bulgaria, Ceko dan Slovakia, Hongaria, Polandia, 
Federasi Rusia, Belarus, Uni Eropa, (Austria, Belgia, Denmark, 
Perancis, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, 
Portugis, Spanyol, Swedia, Inggris dan Yunani). 
Kegunaan: Untuk memperoleh preferensi/keringanan atau 
penghapusan bea masuk. 
2) ASEAN Common Effective Prefential Tariff Scheme Certificate of 
Origin Form “D” 
Negara Tujuan:Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Singapura, 
Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia. 
Kegunaan: Untuk preferensi antara Negara ASEAN. 
3) Certificate in Regard To Traditional Handicrafts Batik Fabrics of 
Cotton 
Negara Tujuan: Jepang 
Kegunaan: Untuk ekspor hasil kerajinan batik tradisional  yang 





4) Certificate in Regard to Certain Handicrafts Products 
Negara Tujuan: Uni Eropa (UE) 
Kegunaan: Untuk ekspor barang-barang kerajinan nontekstil. 
5) Certificate Relating to Silk Cotton Handloom, Products 
Negara Tujuan: Uni Eropa (UE) 
Kegunaan: Untuk Ekspor barang kerajinan tangan TPT yang 
terbuat dari bahan sutera atau kapas yang termasuk dalam cakupan 
skema barang-barang kerajinan masyarakat Eropa 
6) Industrial Crafts Certification (ICC) 
Negara Tujuan: Australia 
Kegunaan: Untuk ekspor barang yang termasuk “Industrial Crafts 
Merchandise”. 
7) Global Systemof Trade Preference Certificate of Origin 
Negara Tujuan:  Aljazair, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, 
Kamerun, Chiili, Kolombia, Kuba, Korea Utara, Ekuador, Mesir, 
Ghana, Guine, Haiti, Indonesia, Iran, Irak, Libya, Malaysia, 
Meksiko, Paroko, Mozambique, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, 
Peru, Philipina, Qatar Korea Selatan, Rumania, Singapura, 
Srilanka, Sudan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Tunisia, 
Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zaire, 
Angola,  Guyana, Zimbabwe. 
Kegunaan: Untuk ekspor barang-barang tertentu yang termasuk 
dalam daftar barang-barang yang telah diberikian keriganan bea 





Global System of Trade Preferences” yang telah ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan. 
8) Certificate of Handicraft goods 
Negara Tujuan: Kanada 
Kegunaan: Untuk ekspor barang-barang kerajinan. 
9) Certificate of Authenticity Tobacco 
Negara Tujuan: China 
Kegunaan: Preferensi  Negara-negara ASEAN dan China. 
b. SKA Non Preferensi 
             SKA nonpreferensi adalah jenis dokumen SKA yang 
berfungsi sebagai  dokumen pengawasan dan atau dokumen  
penyerta asal barang yang disertakan pada barang ekspor untuk 
dapat memasuki wilayah suatu Negara tertentu. 
Jenis SKA non preferensi ini antara lain: 
1) ICO Certificate of Origin 
Negara Tujuan: Semua Negara Tujuan 
Kegunaan: Untuk ekspor kopi ke semua Negara tujuan anggota 
ICO maupun bukan anggota ICO. 
2) Export Certificate 
Negara Tujuan: Uni Eropa (UE) 








3) Fisheriesh Certificate of Origin 
Negara Tujuan: Amerika Serikat 
Kegunaan: sebagai dokumen penyerta ekspor hasil perikanan  
dari jenis tertentu. 
4) Certificate of Origin  for import of agricultural Products  into 
the European Economic Community 
Negara Tujuan: Uni Eropa 
Kegunaan: Untuk ekspor produk pertanian tertentu. 
5) Commercial Invoice 
Negara Tujuan: Amerika Serikat 
Kegunaan: Untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang terbuat 
dari kapas, serat buatan  campuran  sutera, ramie dan serat 
alam lainnya  selain  kapas, yang  telah dikenakan kuota. 
6) Certificate of Origin Form “K” 
Negara Tujuan: Kanada 
Kegunaan: Untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang 
terkena kuota. 
7) Export Licence (Textile Products) 
Negara Tujuan: Uni Eropa 
Kegunaan: Untuk ekspor tekstil dan produk yang terkena kuota 
8) Certificate of Origin Form “N” 
Negara Tujuan: Norwegia 






9) Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicrafts and 
Traditional Textile Products of the CottageIndustry 
Negara Tujuan: Norwegia 
Kegunaan: Untuk ekspor kain tenun, kerajinan dari tekstil. 
10) Certificate in Regard to Handlooms Textile Handicrafts 
Traditional Indonesians Batik and Traditional Textile Products 
of the Cottage Industry 
Negara Tujuan: Norwegia 
Kegunaan: Untuk ekspor barang kerajinan tangan dari tekstil 
industri pedesaan. 
11) Certificate of Origin (Textile Products) 
Negara Tujuan: Uni Eropa 
Kegunaan: Untuk ekspor tekstil dan produk tekstil. 
12) Republic of Indonesia Department of Industry and Trade 
Certificate of Origin From “B” 
Negara Tujuan:  Semua Negara, apabila mewajibkan 
Kegunaan: Untuk ekspor semua produk dari Indonesia. 
13) Certificate De Pais De Origin 
Negara Tujuan: Meksiko 
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1) Eksportir mengadakan promosi, setelah terjadi kesepakatan antara 
eksportir dan  importir (buyer), kemudian eksportir dan importir 
mengadakan kontrak dagang (sales’ contract). 
2) Importir membuka L/C melalui Opening Bank, yang kemudian 
melakukan pembukaan L/C melalui Negotiating Bank. 
3) Eksportir setelah menerima pemberitahuan bahwa importer telah 
membuka L/C kemudian menyiapkan barang (ready to export), 
membuat dokumen packing list and invoice. 
4) Eksportir membuat dokumen shipping instruction yang ditujukan ke 
forwarder/shipping company. 
5) Eksportir mengurus dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 
pada Bea Cukai. 
6) Eksportir memperoleh Bill of Loading dari Shipping Company setelah 
barang dimuat diatas kapal. 
7) Eksportir mengurus dokumen Surat Keterangan  Asal (SKA). 
8) Pihak opening  bank melakukan reirbursment kepada negotiating 
bank. 











DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Surakarta 
1. Sejarah Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
            Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta dibentuk 
berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan RI No : 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya  
Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas dan 
fungsi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan  di 
Wilayah Kotamadya  Surakarta. 
             Waktu digulirkan Otonomi Daerah tahun 2000, Kantor 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta juga 
sempat mengalami perubahan dan perkembangan dengan berganti 
nama menjadi Departemen Perindustrian Perdagangan dan Penanaman 
Modal  Kota Surakarta yaitu berdasarkan Keputusan Walikota 
Surakarta Nomor 6 tahun 2001 tentang  Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat daerah Kota Surakarta yang termuat dalam Lembaran 
Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 seri D.12. 
             Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, Departemen 





berganti nama menjadi Dinas Perindustrian  dan Perdagangan Kota 
Surakarta karena Dinas Peneanaman Modal telah memisahkan diri dan 
berdiri sendiri. 
2. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
             Lokasi Penelitian dan pencarian sumber data yaitu Kantor 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berada di Jl. 
Yosodipuro No. 164 Surakarta, Telp (0271) 712022. 
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta 
a. Kedudukan Dinas Perindustrian dan  Perdagangan 
1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
nerupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
perindustrian dan Perdagangan 
2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
b. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas umum pemerintah 
Kota Surakarta pada bidang perindustrian dan perdagangan dalam 
pengembangan perekonomian didaerah Kota Surakarta. 
c. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai 





1) Penyelenggara tata usaha dinas. 
2) Penyususnan rencana program, pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan. 
3) Penyelenggara bimbingan terhadap perindustrian. 
4) Pembinaan dan pengembangan pengusaha imdustri menengah, 
besar, kecil dan pengendalian pencemaran. 
5) Pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri, dalam 
negeri dan perlindungan konsumen. 
6) Pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah 
7) Penyelenggaraan penyuluhan. 
8) Pembinaan jabatan fungsional 
4. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Surakarta 
            Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
berdasarkan Keputusan Walikota No 21 Tahun 2008 Kota Surakarta 
terdiri dari: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat: 
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2) Sub Bagian Kepegawaian 
3) Sub Bagian Keuangan 
c. Bidang  Perindustrian, terdiri dari: 
1) Seksi Industri Kecil 





d. Bidang  Perdagangan, terdiri dari: 
1) Seksi Perdagangan Luar Negeri 
2) Seksi Perdagangan dalam Negeri 
e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 
1) Seksi Pengawasan 
2) Seksi Perlindungan Konsumen 
f. Kelompok jabatan Fungsional 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan struktur Organisasi Dinas 
















































5. Uraian Tugas Pokok Fungsi Jabatan Struktural Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
        Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Keputusan Walikota 
Surakarta No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 
a. Uraian Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
Kepala Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan adsminitrasi 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. 
b. Uraian Tugas Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 
tugas secara terpadu, pelayanan adsminitrasi, dan pelaksanaan di 
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan 
kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat 
mempunyai fungsi: 
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan adsminitrasi, dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 





3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan adsminitrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan 
kepegawaian. 
Bagian Sekretariat terdiri dari: 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan adsminitrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, 
meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan 
akuntansi di lingkungan dinas. 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengkoordinasian penyelengaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan adsminitrasi, dan pelaksanaan di bidang 
umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan adsminitrasi 
kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, 







c. Uraian Tugas Bidang Perindustrian 
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
industri kecil dan industri menengah  dan besar. Untuk 
melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : 
1) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang 
industri menengah, besar, dan kecil. 
2) Menyelenggarakan pameran dan promosi bidang industri, 
menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan ketrampilan 
industri, mengelola magang dan alih teknologi. 
3) Menyelenggarakan pembinaan mutu atau kualitas hasil industri 
sesuai  dengan Standar Nasional Industri (SNI), ISO 9000 dan 
Gugus Kendali Mutu (GKM). 
4) Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan  teknik industri 
meliputi :  Achievement Motivation Training (AMT), Creation 
and Formation of Enterpreneur (CEFE) dan kewirausahaan. 
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai tugas dan fungsinya. 
Bidang Perindustrian terdiri dari : 
1) Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan pengembangan industri kecil. Untuk 






a) Menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan 
pengembangan industri kecil, menengah dan besar, 
menyiapkan dan membina program bapak angkat. 
b) Memfasilitasi kegiatan pameran dan promosi bidang 
industri kecil, memfasilitasi magang dan alih teknologi 
industri kecil, memfasilitasi pembinaan mutu atau kualitas 
hasil industri kecil, memfasilitasi pelatihan ketrampilan 
teknik industri kecil. 
2) Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri 
menengah dan besar. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi 
Industri Menengah dan Besar mempunyai fungsi: 
a) Menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan 
pengembangan industri menengah dan besar, memfasilitasi 
program kemitraan antar pengusaha besar, menengah dan 
kecil dan mengklarifikasi jenis industri. 
b) Memfasilitasi magang dan alih teknologi industri menengah 
dan besar, memfasilitasi pembinaan mutu atau kualitas hasil 
industri menengah dan besar, memfasilitasi pelatihan 
ketrampilan teknik industri menengah serta menyiapkan  
dan membina program bapak angkat. 
d. Uraian Tugas Bidang Perdagangan 
          Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 





negeri serta kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Untuk menjalankan tugasnya, Sub Dinas Perdagangan mempunyai 
fungsi: 
1) Melaksanakan pembinaan teknis pengembangan ekspor daerah 
dan perdagangan luar negeri, melaksanakan pembinaan, 
koordinasi dan pengawasan pendaftaran perusahaan, 
pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta 
bimbingan usaha dan promosi. 
2) Melaksanakan penyelesaian proses perijinan perdagangan, 
rekomendasi perijinan perdagangan dalam dan luar negeri serta 
pengolahan dokumen penyerta barang ekspor (Certficate of 
Origin), melaksanakan pembinaan tertib niaga, 
menyelenggarakan pendataan, kinerja ekspor dan impor 
perusahaan. 
Bidang  Perdagangan terdiri dari: 
1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas 
memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan 
perdagangan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugasnya, 
Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi: 
a) Mendata jumlah, jenis dan harga di bidang perdagangan 
dalam negeri khususnya bahan pokok, barang penting dan 
barang umum lainnya, menyusun dan melaksanakan 






b) Memfasilitasi program kemitraan perdagangan dan 
pembentukan asosiasi perdagangan. 
2) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan 
tugas, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan 
pengembangan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan 
tugasnya, Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi: 
a) Mendata jumlah dan jenis perdagangan luar negeri, 
menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan 
pengembangan perdagangan luar negeri, memfasilitasi 
program kemitraan antar eksportir dengan industri 
dagangan kecil dan menengah. 
b) Melaksanakan pembinaan teknis perdagangan internasional, 
menyususn teknis pembinaan dan pengembangan ekspor 
impor, melaksanakan penerbitan dokumen pengantar 
barang ekspor (Certificate of Origin). 
e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 
         Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan 
perlindungan konsumen. Untuk menyelenggarakan tugasnya, 
Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai 
fungsi: 
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 





2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri dari: 
1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan 
di bidang pengawasan, meliputi : pengawasan kelayakan dan 
kualitas produk kemasan. 
2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyusun 
rencana dan melaksanakan program bimbingan usaha dan 
perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugasnya, seksi 
perlindungan konsumen mempunyai fungsi: 
a) Melaksanakan penyelesaian perijinan dan penelitian 
lapangan dalam rangka penerbitan rekomendasi Surat Ijin 
Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol, 
perdagangan berjangka,  perdagangan berjenjang 
(multilevel marketing) dan ijin pasar modern, melaksanakan 
pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b) Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan bidang 
perlindungan konsumen serta penggunaan alat ukur takar 





kelayakan dan kualitas produk yang dikemas dalam rangka 
perlindungan konsumen. 
f. Uraian Tugas Kelompok Fungsional, terdiri dari: 
1) Prana Komputer 
2) Arsiparis 
3) Penguji Mutu Barang 
4) Statistik 
5) Penyuluh Industri 
Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti pedoman 
uraian tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
6. Tata Kerja 
a. Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala 
Bidang, para kepala Seksi dan para Kepala Subbagian wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di 
lingkungan dinas daerah masing-masing maupun antar satuan 
instansi lain di luar dinas daerah yang bersangkutan sesuai dengan 
tugas masing-masing. 
b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan 
organisasi wajib bertanggung jawab memimpin, 





bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 
c. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
serta memberikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam 
melaksanakan tugasnya satuan organisasi di bawahnya dan dalam 
rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing 
wajib mengadakan rapat berkala. 
7. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Surakarta 
Visi 
Terwujudnya kota Solo sebagai kota perdagangan dan industri yang 
maju dan berwawasan budaya. 
Misi 
a) Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan 
industri yang berwawasan lingkungan dan budaya. 
b) Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa perdagangan 
dalam dan luar negeri. 
B.  Gambaran Umum Kegiatan Ekspor di Kota Surakarta 
1. Kegiatan Ekspor Kota Surakarta 
       Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta, wilayah Surakarta dan sekitarnya 
mempunyai beberapa komoditi yang berpotensi untuk bersaing di 





harga dan tingkat persaingan, jika dibandingkan dengan pasar dalam 
negeri. 
        Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah data tentang volume 
ekspor Kota Surakarta selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 

























Data Volume Ekspor Komoditi Surakarta 
Tahun 2007 – 2008 
 
NO NAMA KOMODITI 
Volume Ekspor (Kg) 
2007 2008 
1 BATIK               212,107.86  231,368.15 
2 KANTONG PLASTIK                 54,672.80  66,182.10 
3 KARTU UCAPAN                   9,218.00  69,893.50 
4 KARUNG PLASTIK 2,044,260.35 2,570,288.97 
5 KAYU OLAHAN 16,556.50 110,131.10 
6 KERAJINAN BATU               325,681.20  355,658.78 
7 KERAJINAN KACA                   5,419.00  10,472.00 
8 KERAJINAN KAYU               134,838.29  39,723.70 
9 KERAMIK                 99,717.31  19,946.00 
10 MEBEL            5,135,203.52  4,340,172.47 
11 PERALATAN KANTOR            1,485,888.74  921,306.79 
12 TAS DARI KERTAS               146,529.20  346,552.80 
13 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL            1,913,867.69  1,913,867.69 
JUMLAH 11,583,960.46 10,995,564.05 
    





          Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa volume kegiatan 
ekspor di kota Surakarta mengalami penurunan. Tahun 2008 volume 
ekspor mengalami penurunan sebesar 588,396.41 atau -5,08%  
dibandingkan tahun2007, meskipun terjadi penurunan volume 
ekspor, untuk ekspor  karung plastik mengalami kenaikan volume 
ekspor sebesar 526,028.62 atau 25,74% sedang untuk produk mebel 
yang merupakan komoditi andalan Kota Surakarta mengalami 
penurunan sebesar 795,031.05 atau -15,49%. Penurunan yang 
dikarenakan adanya situasi pasar yang tidak menguntungkan, serta 
daya saing produk Indonesia dengan produk sejenis dari Negara lain. 
2. Realisasi Ekspor Kota Surakarta 
          Terdapat sekitar 76 perusahaan di Surakarta yang telah 
melakukan ekspor. Berdasarkan bentuk dan badan hukum dari 76 
perusahaan tersebut 32 perusahaan telah berbadan hukum PT 
(Perseroan Terbatas), 24 berbentuk CV (Comanditer Venoschape) 
dan 18 berbadan hukum UD (Usaha Desa). Akan tetapi perusahaan-
perusahaan tersebut masih memerlukan penyuluhan dan pembinaan 
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai usaha 
peningkatan nilai ekspor, serta dalam rangka pengembangan dan 
peningkatan kualitas produk untuk memperluas pangsa pasar produk 







           Berikut ini disajikan data realisasi ekspor Kota Surakarta 
Tahun 2007-2008 yang diperoleh dari Disperindag: 
 
Tabel.3.2 
Data Nilai Ekspor Komoditi Surakarta 
Tahun 2007 -  2008 
(Dalam US$) 
 
NO NAMA KOMODITI 
Nilai (US$) 
2007 2008 
1 BATIK            3,625,929.98  4,083,086.07 
2 KANTONG PLASTIK                 95,957.60  143,446.71 
3 KARTU UCAPAN                 86,790.39  474,761.57 
4 KARUNG PLASTIK 3,146,233.37 4,524,177.01 
5 KAYU OLAHAN 29,548.51 297,564.83 
6 KERAJINAN BATU               141,559.14  166,006.67 
7 KERAJINAN KACA                 34,128.50  37,585.00 
8 KERAJINAN KAYU               274,015.22  104,234.58 
9 KERAMIK               153,885.53  19,873.00 
10 MEBEL          11,970,810.99  9,154,571.55 
11 PERALATAN KANTOR            3,260,149.52  1,727,643.65 
12 TAS DARI KERTAS               482,202.52  1,127,352.92 
13 PRODUK TEKSTIL          20,463,282.36  22,715,295.94 
        
JUMLAH 43,764,493.63 44,575,599.50 
   





      












g  = laju pertumbuhan 
n  = volume ekspor dalam 1tahun 
(n-1)  = jumlah volume ekspor tahun sebelumnya dikalikan 100%. 
 Dari rumus diatas dapat dilakukan analisis terhadap pertumbuhan volume 
ekspor Kota Surakarta tahun 2007-2008, yaitu sebagai berikut: 




xg =  
     = 1,86%  
Pertumbuhan ekspor Kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar 
811,105,87 atau 1,86%. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor antara lain: 
kekuatan pasar, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku untuk berproduksi, 









1) Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal Form A 
        Penerbitan SKA sebagai dokumen ekspor diperlukan sebagai 
salah satu upaya memperlancar kegiatan ekspor. Prosedur penerbitan 
SKA mengandung dua maksud, yaitu: 
a) Sebagai dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor 
tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia, dokumen 
ini dipersyaratkan oleh negara pengimpor. 
b) Sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas berupa sebagaian 
atau seluruh bea masuk impor yang diberikan oleh suatu negara 
atau kelompok negara tertentu. Artinya, barang ekspor Indonesia 
bisa saja masuk ke negara pemberi peferensi, hanya saja tidak 
berhak mendapatkan keringanan bea masuk. 
a. Prosedur Memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) 
1) Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapat 
memperoleh formulir SKA pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta. 
2) Eksportir atau pihak yang memerlukan SKA dapat memperoleh 
formulir SKA sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 
3) Instansi Penerbit mencatat nomor seri formulir SKA yang 
diserahkan kepada eksportir atau pihak lain yang memerlukan 
SKA, yaitu pada sudut kiri bawah formulir permohonan. 
4) Formulir SKA wajib diisi dan diketik dengan huruf yang sama 





bahasa inggris secara jelas, lengkap dan benar sesuai dengan 
kolom-kolom yang tercantum dalam formulir SKA tersebut. 
5) Pengisian tersebut tidak boleh terdapat adanya coretan, hapusan 
atau tipe-ex, dan atau timpahan. Apabila terjadi 
kesalahan/kekeliruan dalam pengisian formulir SKA, harus 
diganti degan yang baru. 
6) Setiap angka yang menunjukkan jumlah harus diikuti dengan 
huruf (“wording”) dalam tanda kurung. 
7) Apabila kalimat yang diisi pada kolom uraian barang tidak 
penuh satu baris, maka setelah akhir kalimat agar diberi tanda 
bintang sampai pada batas akhir baris tersebut. 
8) Apabila pengisian kolom uraian barang tidak dipakai atau tidak 
diisi seluruhnya, maka ruangan yang masih tersisa harus diberi 
garis penutup berbentuk huruf  “Z” 
9) Apabila pengisian formulir SKA pada kolom uraian barang 
tidak cukup, maka dapat digunakan formulir SKA tambahan 
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yang pengisiannya 
hanya kolom uraian barang. Pernyataan eksportir dan 
pengesahan Pejabat pada Instansi Penerbit. 
b. Prosedur Penerbitan SKA Form A 
        Prosedur atau tata cara penerbitan SKA adalah ketentuan yang 
terdiri dari beberapa tahapan kegiatan wajib dilakukan atau ditaati 






Tata Cara Penerbitan SKA form A antara lain: 
1) SKA harus diterbitkan oleh instansi pemerintah yang 
berwenang (government authorithy )negara pengekspor, pada 
waktu pengiriman barang atau segera setelah dilaksanakan 
ekspor. 
2) Instansi Pemerintah tersebut sebelumnya harus menyampaikan 
nama, alamat, cap/stempel dinas  serta contoh tanda tangan 
pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SKA dimaksud 
kepada pihak pabean negara tujuan. 
3) Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah yang 
bersangkutan harus melakukan penelitian/pemeriksaan 
terhadap setiap permohonan penerbitan SKA, dengan maksud 
supaya: 
a) Barang yang diekspor memenuhi persyaratan Ketentuan 
Asal Barang. 
b) Pelaksanaan ekspornya didukung dengan dokumen yang 
benar dan diperlukan. 
c) Pengisian mengenai uraian jenis dan jumlah barang, jenis 
dan jumlah barang, jenis dan jumlah kemasan sesuai 
dengan bukti dokumen yang diserahkan. 
4) SKA Form A dibuat dalam kertas 210 x 297, yang terdiri dari 
kuning muda untuk importir (lembar kedua), putih untuk bea 






5) Jika SKA tersebut hilang atau rusak, eksportir dapat 
mengajukan permohonan untuk pergantiannya dalam waktu 
tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal penerbitan SKA yang 
hilang/rusak, sesuai dengan bukti-bukti dokumen 
pendukungnya, SKA pengganti  tersebut diberi nomor dan 
tanggal penerbitan dengan SKA yang hilang/rusak. 
2. Pengisian dan Penandatanganan SKA Form A 
a. Tata Cara Pengisian SKA Form A 
        Tata cara pengisian adalah cara pengisian Formulir SKA 
Form A yang wajib diisikan atau wajib ditaati  oleh eksportir 
selaku pemohon formulir maupun instansi Penerbit. 
         Formulir SKA adalah suatu daftar isian yang telah dibakukan 
baik dalam bentuk, ukuran dan warna serta isinya sesuai ketentuan 
yang ditatapkan dalam perjanjian bilateral, regional dan 
multilateral maupun ditetapkan secara sepihak oleh suatu negara 
tertentu (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri Fasilitas Ekspor dan Impor, 2002: 3). 
Substansi yang dicantumkan dalam SKA Form A antara lain: 
Kolom 1 : Good consigned from. 
Berisi tentang data eksportir yaitu nama eksportir, dan 
negara. 
Kolom 2 : Good consigned to. 






Kolom 3 : Means of transport and route. 
Berisi tentang alat transportasi yaitu cara pengangkutan, 
pelabuhan muat, dan tanggal pengapalan. 
Kolom 4 : For official use. 
Diisi oleh pihak yang berwenang (catatan Pejabat 
Instansi Penerbit). 
Kolom 5 : Item Number. 
                  Nomor urut barang. 
Kolom 6 : Mark and number of packages. 
                  No kemasan/No peti kemas. 
Kolom 7 : Number and kind of packages ; description of good. 
Diisi tentang jumlah dan jenis produk yang akan dikirim. 
Kolom 8 : Gross weight or other quantity. 
                  Berisi tentang kotor, berat bersih dan jumlah barang. 
Kolom 9 : Number and date of invoice. 
                  Berisi No dan Tanggal Invoice. 
Kolom 10 : Certification 
Berisi tentang tempat,tanggal penerbit dan tanda tangan 
pejabat yang menandatangani dan stempel/cap khusus 
SKA dari Instansi Penerbit SKA. 
Kolom 11 : Competent authorithy 







b. Penandatanganan SKA Form A. 
Proses penandatanganan SKA Form A antara lain 
1) Yang pertama adalah : 
a. Instansi Penerbit wajib meneliti kebenaran pengisian 
formulir dan kelengkapan dokumen pendukung yang 
diajukan oleh eksportir atau pihak yang memerlukan SKA. 
b. Untuk barang yang diatur tata niaganya atau diatur 
ekspornya, penerbitan SKA-nya disamping harus 
memenuhi persyaratan tersebut pada butir a, harus 
memperhatikan juga ketentuan ekspor yang berlaku untuk 
barang tersebut. 
2) Yang kedua adalah : 
a. Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan, SKA-nya 
dapat diterbitkan Selambat-lambatnya dalam satu (1) hari 
kerja dan apabila tidak memenuhi Syarat harus 
diberitahukan kepada pemohon dan selambat-lambatnya 
dalam Satu (1) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan. 
b. Pengertian satu (1) hari kerja adalah mulai pukul 08.00 pagi 
sampai dengan pukul 16.00, sebagai contoh apabila 
permohonan diajukan pukul 08.00, maka dapat 







3) Pejabat yang berwenang menandatangani SKA pada instansi 
Penerbit adalah Kepala Instansi atau Dinas Propinsi atau 
Kabupaten/Kota, Direktur Pemasaran dan Pelayanan, Deputi 
Perdagangan jasa dan Insdustri, Kepala Lembaga Tembakau 
atau Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang 
(BPSMB) dan Lembaga Tembakau. Apabila Pejabat yang 
berwenang yang bersangkutan berhalangan, maka wajib 
melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada 
Pejabat Pengganti I dan Pejabat Pengganti II. 
4) Apabila Volume Kerja penandatanganan SKA di suatu Instansi 
Penerbit cukup tinggi, maka untuk kelancaran pekerjaan dan 
peningkatan pelayanan kepada dunia usaha, kepala Lembaga 
Tembakau atau Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu 
Barang (BPSMB) dan untuk menandatangani SKA secara 
bersamaan. 
5) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta pembagian 
kerja dimaksud pada butir 3 dan 4 harus dilaksanakan secara 
tertulis. 
c. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan SKA Form A 
       Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh 
eksportir dan pelaku ekspor  yang lain dalam penerbitan SKA 







Kegunaan SKA Form A yaitu : 
        Ekspor barang-barang yang ditujukan ke negara pemberi 
preferensi, kecuali yang bentuk SKA nya diatur sendiri. 
Ketentuan Asal Barang 
        Ketentuan Asal Barang (Rule”s of Origin) adalah kriteria atau 
persyaratan yang ditetapkan, baik berdasarkan kesepakatan dalam 
perjanjian bilateral, regional dan multilateral maupun ketentuan 
sepihak dari Negara tertentu untuk dapat diterbitkannya SKA nya, 
oleh pemerintah asal barang (Deperindag, Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri, 2002: 3) 
Ketentuan Asal Barang dalam SKA Form A antara lain: 
1) Barang ekspor yang seluruhnya tumbuh, dipanaen, diambil dari 
tanah atau seluruhnya dihasilkan di Indonesia. 
2) Barang ekspor yang telah diproduksi di Indonesia 
melalui/mengetahui suatu pengerjaan/pengolahan yang cukup. 
Masa Berlaku SKA Form A : 
        SKA Form A berlaku dari sejak tanggal diterbitkannya SKA 
tersebut sampai dengan diterimanya barang ekspor oleh importir  
di luar negeri. 
Ketentuan Kertas 
        Kertas yang digunakan adalah kertas tulis yang mengandung 
pulp mekanis yang beratnya tidak kurang 25 gr/m2 dan berukuran 
219 x 297, yang terdiri dari: 





Putih (lembar kedua), untuk instansi Penerbit 
Putih (lembar ketiga), untuk bea cukai di negara tujuan 
Putih (lembar keempat), untuk eksportir 
3. Perkembangan ekspor Kota Surakarta dilihat dari penerbitan 
SKA Form A 
               Beberapa Negara tujuan ekspor dengan menggunakan SKA 
Form A antara lain: Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, 
Amerika Serikat, Bulgaria, Ceko dan Slovakia, Hongaria, Polandia, 
Federasi Rusia, Belarus, Uni Eropa (Austria, Belgia, Denmark, 
Perancis, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, 
Portugis, Spanyol, Swedia, Inggris dan Yunani). Berikut ini data 


















Perkembangan Nilai Ekspor Kota Surakarta Dilihat Dari 
Penerbitan SKA Form A Tahun 2007 s/d 2008 










              
15,593,048.88  
                  
23,779,399.29  52.5 
PEBRUARI 19,170,330.07 
                  
19,398,680.32  1.2 
MARET 
              
20,915,233.42  
                  
19,453,832.83  -6.9 
APRIL 22,849,152.03 
                  
21,886,691.33  -4.2 
MEI 
              
25,648,152.24  
                  
20,570,050.67  -19.8 
JUNI 
              
36,537,040.90  
                  
20,786,242.54  -43.1 
JULI 
              
21,311,496.17  
                  
18,820,735.33  -11.7 
AGUSTUS 
              
31,515,824.73  
                  
17,997,208.38  -42.9 
SEPTEMBER 
              
18,220,176.05  
                  
17,215,941.38  -5.5 
OKTOBER 
              
19,926,664.84  
                  
16,367,170.26  -17.9 
NOVEMBER 
              
31,941,136.37  
                  
13,798,774.52  -56.8 
DESEMBER 
              
19,556,658.58  
                  
24,632,500.48  25.9 
JUMLAH 
            
283,184,914.28  
                 
234,707,227.33  -17,12 







1) Berdasarkan data diatas bisa dilihat bahwa terjadi penurunan nilai ekspor 
dengan menggunakan SKA Form A di tahun 2007 sebesar 283,184,914.28 
menjadi 234,707,227.33 atau penurunan sebesar -17,2% 
2) Rata-rata nilai ekspor di tahun 2007 adalah sebesar US$ 23,598,742.85 
sedang rata-rata nilai ekspor di tahun 2008 adalah sebesar US$ 
19,558,935.61. 
3) Dari perbandingan dua tahun tersebut, kenaikan terbesar nilai ekspor 
terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar US$ 8,186,350.41 atau 52.5% 
adapun kenaikan tersebut dikarenakan antara kondisi pasar  yang semakian 
membaik, kepercayaan importir terhadap kualitas produk yang dihasilkan 
semakin tinggi. Sedang penurunan terbesar terjadi pada bulan November 
yaitu sebesar US$ 18,142,361.85 atau -56.8%, hal ini antara lain 
disebabkan karena produsen kesulitan dalam mendapatkan bahan baku 
dimana masih banyak bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri, 
kenaikan ongkos transportasi yang disebabkan kenaikan harga bahan 















1. Prosedur atau tata cara penerbitan SKA Form A adalah ketentuan yang 
terdiri dari beberapa tahapan kegiatan wajib dilakukan atau ditaati baik 
oleh Instansi Penerbit, eksportir atau pihak lain yang memerlukan 
SKA. 
2. Tata cara pengisian SKA Form A adalah cara pengisian Formulir SKA 
Form A yang wajib diisikan atau wajib ditaati oleh eksportir selaku 
pemohon formulir maupun instansi Penerbit. 
3. Nilai ekspor Kota Surakarta tahun 2007-2008 dilihat dari penerbitan 
SKA Form A, mengalami penurunan sebesar US$ -48,477,686.9 atau -
17,12% 
B. Saran-saran 
1. Dalam Proses penerbitan SKA oleh Disperindag Kota Surakarta masih 
sering terjadi kesalahan-kesalahan sehingga diperlukan ketelitian 
dalam memeriksa pengisian dokumen SKA serta dokumen 
kelengkapannya, sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan isi 
dokumen, untuk itu diperlukan usaha yang maksimal agar tingkat 
kesalahan dalam pengisian SKA dapat ditekan seminimal mungkin. 
2. Adanya pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada dunia 
usaha yang dilaksanakan secara terus-menerus, sebagai usaha 





3. Peningkatan sarana pendukung dalam kegiatan penerbitan SKA, 
utamanya dalam hal teknologi sebagai usaha dalam mempercepat 
proses penerbitan SKA. 
4. Pemberian preferensi merupakan hak tiap-tiap negara untuk 
melindungi produk dari negara bersangkutan, oleh karenanya 
disperindag Kota Surakarta perlu memberikan pengarahan kepada 
eksportir tentang produk-produk apa saja dan jenis SKA mana yang 
bisa dipakai untuk mendapatkan preferensi, serta pemberian 
pengarahan tentang jenis-jenis SKA mana yang harus digunakan untuk 
tiap-tiap negara tujuan ekspor. 
5. Peningkatan kinerja, utamanya pada bidang Perdagangan Luar Negeri, 
untuk mencapai visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Surakarta yaitu terwujudnya kota Solo sebagai kota perdagangan dan 
industri yang maju dan berwawasan budaya. Dan misi terciptanya 
kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan industri yang 
berwawasan lingkungan dan budaya, serta meningkatkan kelancaran 
distribusi barang dan jasa perdagangan dalam dan luar negeri.  
 
 
 
 
 
 
 
